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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWES] TENGAH

KEPUTUSAN BUPAT! BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR |5+ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT
YANG MENANDATANGAN] SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN ANGGARAN 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan kétentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 10
ayat {1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolzsan Keuangan Daerah, periu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengpuna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang
Menandatengani  Surat  Perintah Membayar Dan  Surat
Pertanggungjawaban Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aszet Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2022;

l. Undang-Undang Nomeor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggali Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3066);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



Memperhatikan :

10.

11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601};

Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20232
Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67 37);

Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dagéreh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor Y26),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Teahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor & Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daersh Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor
7

Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2021 Nomor 3);

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017
tentang Kedudukan dan Organisesi Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwekilan Ralkyat Daerah, Staf Ahl,
Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2021 Nomor 39);

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA] Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aget Daerah Tahun Anpgaran 2023,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA

ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG

MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan
Surat Pertanggungjawaban Pada Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai EKepulauan Tahun
Anggaran 2022, sebagaimana ftercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Kepala Perangkat Daerah
dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah.

Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

terdir dari:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (FPK] adalah pecjabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat
Daerah;

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat
pada unit kerja Perangkat Daerah yvang melaksanakan satu
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesual dengan
bidang tugasnya; dan

3. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK].

1. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a, memiliki integritas;

b. memiliki disiplin tinggi;

c. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta
managjerial untuk melaksanakan tugas;

d., mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan
memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
pernah terlibat KEN;

e. menandatangani Pakta Integritas;

f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat
Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan

g memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

4. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan

untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA bertindak sebagai
FPR.

Masa tugas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimang
dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mula: tanggal 3
Januar 2022 sampai dengan 31 Desember 2022,

a3:

a’r?



KEENAM . Segala biaya vang timbul akibat dar pelaksanaan Keputusan ini,

dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DFA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggal Kepulauan Tahun Anggaran 2022,

KETUJUH - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 “jpmueri DT
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

e

jﬁ-ﬂmﬁfﬂ:ﬁm

I#.mﬂusnn disampaikan dengan hormat kepada:

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Sekretaris Daerah Kabupaten Banggal Kepulauan di Salakan;

Kepala Bappeda Lithang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala BPFKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

nepekiur nspektorat Kabupaten Banggal Kepulauan di Salakan; dan
Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN

KEFUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR VS TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGOUNA ANGOARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT
YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

BPECIMEN TANDA TANGAN
ORCANISAS] PERANCKAT " . BERDAHARA PE,JABAT YANG MENANDATANGAN] TANG
GOUNA ANGOARAN
DAERAH i PENGELUARAN SPM DAN SP. [BENDAHARAIMENANDATANG AN
SFPM DAN SR
= 3 4 5 ] i
Badan Pengelolaan Keuangan Stevan Moldady, . S5E, M. Si Hasrali Handarla SBtevan Moidady., SE, M.5i
dan Asct Dacrah RIP, 19001001 199903 1 G0 HIP. 19780714 200801 2 014 NP, 19701001 199903 1 oD
Pembing Ulama Muca, 1V /e Pengatur Tk 1, 1 /d Pembina Utamia Muda, [V/c
[Keprala Badan Pengelobwn Keuangin (Kepala Badan Pengelolasn Kevangan
dan Asel Duerah) dan Asel Daerih)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, K

RAIS D, ADAM



Eisd

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINGSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR |8 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT
YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT

Menimbang

Mengingat

PERTANGGUNGJAWABAN PADA INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6], Pasal 10
avat (1) dan Pasal 16 ayvat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penctapan Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang
Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Surat
Pertanggungjawaban pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 199% tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulavan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimeana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Momor 11 Tahun 2020
teritang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

=R



Memperhatikan !

]

10.

11,

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolamn Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daersh  Tahun 2022 (Berita MNegara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nemor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubshan atas
Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor
)

Peraturan Dacrah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021
tenteng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggali Kepulauan Tahun
2021 Nomor 3);

Peraturan Bupati Banggsi Kepulauan Nomeor 82 Tahun 2017
tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, Staf Ahli
Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2022 (Berita Dasrah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2021 Nomor 39);

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} Inspektorat Daerah
Tahun Anggaran 2022,

AR



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSEKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG
MENANDATANGAN] SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022,

Menetapkan Penetapan Penggpung Anggeran, Bendahara
Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah
Membayar Dan Surat Pertanggungjawaban pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022,
sehagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dalam rangka pelaksanean APBD Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Kepala Perangkat Dacrah
dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan keputusan Kepala
Perangkat Daerah.

Pejabat Lainnyva sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

terdiri dari:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat
Daerah;

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat
pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesual dengan
bidang tugasnya; dan

3. Pembantu Bendahara Pengeluaran,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK}):
1. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan
sebagai berikuu

a. memiliki integritas;

b. memiliki disiplin tinggi;

c. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta
manajerial untuk melaksanakan tugas;

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan
memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
pernah terlibat KKN;

e. menandatangani Pakta Integritas;

f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat
Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan

g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

2. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persvaratan
untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA bertindak sebagai

PPK.

Masa tugas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Pejabat vang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana
dirmaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 3
Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022,



KEENAM . Segala biaya vang timbul akibat dan pelaksanaan Keputusan ini,

dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH . Keputusan Bupati ini mulai berlalku pada tanggal ditetapkan.

= E S P

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Taman 022
BUPATI BANGGAL HEPULAU.&.H.‘QL

IS D. ADAM

' clikean a:
Ketua DPRD Kabupaten Banggat Kepulauan di Salakan;
Sekretaris Daerak Kobupaten Banggat Kepulouan di Salakan;
Kepala Bappeda Lithang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala BPKAD Kabupaten Bangga: Kepuiauan di Salakan;
Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggat Kepulauan di Salakan;
Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR {§ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGOARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI
SURAT  PERINTAH MEMBAYAR  DAN  SURAT
PERTANGGUNGIAWABAN PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAl KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN

20232,
TANDA i
FPEJABAT YANG
ORGANISASI PERANGKAT ST . : YANG
M. DAERAL PENGGLNA ANGGARAN BENDAHARA FENGELLUARAN IFE}:EH}MW.._____.Z_ SPM DAN BENDAHARA | MENANDATANGA
NI SPFM DAN Sk
i ] | 4 “a [i] .
L. |Inspektorat Dacrah Kismento, SH, MH Suk=zeni Tupu Kizmanto, SH, MH %
NI 19790321 200502 § 004 | NIP. 19760706 201411 2 001 | NP 19700321 200502 1 004 e
Pembina Tht. |, IV/b Pengatur Muda Tkt 1, I/ Pembina Tkt T, IV b
(Inspektur Inspelktorat] (Inspekiur Inspektorat)
BUPFATI BANGOAI KEPULAUAN, .%_n

RAIS D. ADAM




